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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organjsasj., e r[Mal) yang tepat ~

fungsi, tepat proses dan tep~an pe -£.~ataan kem~
strukrur tugas, fungsi pe-r~a:r;~daerah; / I r. I ~~-

b. bahwa dala~~t:ka ~err{Mir~iki; ~'~n ~?struktur dan
proses ~ i ~a,ng s9s f den~~' ungan strategisnya,

~ meta a. penyem rn~~ an penyesuaian terhadap

~ (1 I~S dan f ./" i, pe~an~!:<iaerah; . .
~ F= ~aItwa berd sark~ peftirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam

~ h,uruf a d~uriif b, perlu menetapkan PeraturanBupati ten tang
/ f&d___.:~.siukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja
~as Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Jember;

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAH!t.1AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

___. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rep~Ublik ....
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pe b naan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran a Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambah nJlaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041); ~

6. Peraturan Presiden Nomo~ FG'n 1. lffl- ~tang Peratur
Pelaksanaan Undang-Unda 5!1)}Foorl 12 ~Jl 2011 tang/ /1 \ _~~
Pembentukan / PeFatUlJll. ndart - an--- (Lembaran
NegaraRe tJ,JikindoneSia a 014N' 0 9);

~-:J ' /' I I 1:./
7. Pe ::an ~r{tefl Dalam ~ e i No r 80 Tahun 2015 ten tang__../!TtUkan J;r-btl\+l{Huk erah, sebagaimana telah diubah

I
~~ 1 g I Per~t1l11krtM:n~Y~/ alam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

~ ~e LranJ ld~Menteri Pertanian Nomor
........ ~~Rt:an/OT.Ol0/8/2016 tentang Pedornan Nomenklatur,

JTu dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
ertanian Provinsi dan Kabupatenj Kota

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedornan Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah
KabupatenjKota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten .Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3),



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

KABUPATEN JEMBER.
PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Jember.

4. Dinas Tanaman Pangan, Ho .
yang selanjutnya d.iSeb~~S/ a
Pangan, Hortiku~~<!I fe e
Jember.. ~/1 r;;: II ' \.

5. Kepala ~' ad ;;rxpata t D1 an Pangan,

Ho· fra,!dalh rjc;eWa. as ;;;.;::;,t;:. Pangan,

r:J r1[!jo lrl'aidam j bu Kabupaten Jember.11' ~ . Xf>idang _.)a . Kepala Bidang pada Dinas
I T a r~L-- ~an, Hortikultura dan Perkebunan

I Kab pme0ember.
8., ~ub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada DinasLfl::.. ~anaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten .Jernber.
g. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Jember.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.



melaksanakan urusan pemerin tahan

dimaksud

BAB n
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pa.sal2

(1) Dinas merupakan un sur pelaksana urusan pemerintahan di

bidang Pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, mempunyai tugas

kewenangan daerah di bidang Pertanian.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas seba

pad a ayat (3), menyelenggarakan fu 1 .

a. perumusan kebijakan dib#

b. pelaksanaan k t;'r Id: ~
c. pelaksa I \ ~a1u s t---Pe1 para

_.,/'~i~ I ! I /_//
~ rd. peTa~saf~~t1jQdm~nis~' cflnas di bidang Pertanian; dan

1\ \ I . pelafs~~f~ain yang diberikan oleh Bupati terkait

D \~ de~, gas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. BidangSarana, Prasarana dan Penyuluhan, rnembawahi :

1. Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Pernbiayaan
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
3. Seksi Penyul uhan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa13



d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

1. Seksi Benin, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

e. Bidang Hortikultura membawahi :

1. Seksi Benih , Bibit dan Perlindungan Hortikultura;

2. Seksi Produksi Hortikultura; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

f. Bidang Perkebunan, membawahi:

1. SeksiBenih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;

2. Seksi Produksi Perkebunan; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

g. UPTD.

(2)

(3)

ng jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URMAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasa14

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan adrninistrasi

umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas laifi yang diberlkan oleh Kepala Dinas



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat, mempunyai fungsi meliputi ;

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan

dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan

dan Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan

dan Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang ~?aerah dan

barang milik negara yang menja ~~flawab Dinas;

dan .....rr. ..........#' \~~I I '-.
e. penyusunan . »<' pertan Waban atas

1 k ",f(tpg-'1Sf ':) II I \' ~
~I r)I~' . , ragrafr1f """'] b Bagi~~ _ ' dan Kepegawaian

I ~ \ I - ;::~Pasal 5
1/1 /'" ~/
i H \ISub J:!r.- mn- Umum dan Kepegawaian, mernpunyai tugas

~ -._../aksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan

kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,

Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), Sub 8agian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan adrninistrasi surat yang meliptiti penerimaan,

pengiriman dan pendiatribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

dinas;



c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan

dinas, penerirnaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan

lingkungan kantor serta pelayanan ken imahtanggaan

lainnya.

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis

jabatan di lingkungan dinas;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan

perneliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan

kantor ;

h. penatausahaan, pengamanan dan ~. dungan

aser/barang milik daerah; dan ~ r,

1. pengusulan seluruh rencana k.eb~ I~~egawaian dan

penyelenggaraan ta~er1*'~l'fra;
J. penyusun~_';J~~ f :-~jJ,,~~I~ tWlP-",c;.u",

tuga~~r ~. r I r Y_;
~/~r(1" r~"\l ~sl.~4n Pe~" danPebporan

All, ~;. »: Pasal (;
if ~d? Ba~Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas

~ordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan

~enyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD~

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi

OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;



d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pernerintahan

dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian dan pengumpulanpenyusunan

perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf3
Sub Bagian Keuangan n

Pasal 7 /' r1 ~
(1) Sub Bagian Keuangan, ~~s\ I\l~bordinaSik~~

pengelolaan an~~~ di s I !(eJI . )jsyasi dan

pelaporan~n J 9f A S lain yang

dibe~ rcl'J Sekretari . I ....
Ont;_,k rr{dl.hJ1kkan}U~ :gaimana dimaksud pada ayat

(1), Subi B ~J<etlaRga;:; mempunyai fungsi :

D ~L'pe~a: R/-b~an dan pengkoordinasian penyusunan

~ <:> cana anggaran dan rencana perubahan an

b. pelaksanaan pengelolaan anggaran

belanja tidak langsung, dan penerirnaan Ire

yang menjadi kewenangan dinas;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi keuangan daerah;

d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;

f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi

permintaan pembayaran;

g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsitisasi data

keuangan secara periodik deagan BPKAD;

h. penyiapan bahan monitoring realisaai penerimaan dan

pengeluaran;



g. Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana

tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan

Pasal9

(1) Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan mempun

tugas melakukan penyiapan bahan penyus dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis serta pemantau i Pengelolaan

(2)

embiayaan mempunyai fungsi

pembiayaan

perkebunan;

b. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan, usaha tani,

tanaman pangan, Hortikultura dan

a an penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pengembangan Pengelolaan Lahan, Air dan

jalan produksi dan jaringan irigasi tersier serta jaringan

kuarter;

c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,

optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan,

Hortikultura dan perkebunan;

d. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna

lahan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

e. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan

pemakaian air;



1. pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;

dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Sarana,Prasarana dan Penyuluhan

Pasa18

(1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbing

teknis, dan pernantauarr/ evaluasi di bidang Sarana, P

dan penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai

(1), Bidang Sarana,

fungsi meliputi :

a.

tanaman pangan,

dukungan infrastruktur /

dan mesin pertanian bidang tanaman

angan, Hortikultura dan perkebunan;

c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air

bidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan

perkebunan;

d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan

pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman

pangan, Hortikultura dan perkebunan;

e. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan

pembiayaan tanaman pangan, Hortikultura dan

perkebunan;

f. pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan,

Hortikultura dan perkebunan;



f. pelaksanaan penyusunan stand art, pedoman, norma,

kriteria dan prosedur pembiayaan Pertanian;

g. pe1aksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian yang

meliputi asuransi pertanian, akses permodalan,

pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan

resi gudang

h. penyusunan bahan pernbinaan, evaluasi dan pelaporan

penerapan pembiayaan Pertanian serta perkembangan

datanya; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

sesuai tugasnya;

J. penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.

Paragraf2

Seksi Pupuk, Pestisida, ~ dB1t Me_in Pertanian
//'" ,-..

~---~asal 10 I ~ \ r"1-- I

~'_:-/J'- ~ ~/ II !_.-)~

(1) Seksi Pup,~re{t~~<jl, ~ tcp1l~es p ~ mempunyai
tugas ~aK1lkan pen an, ~ an penyusunan dan

.>: -3rt "
____../~ Pelal<san~a . kebija~an, _pertlkrian bimbingan teknis dan

I' pemantauan ",.s.er14---evaluasidi bidang pupuk, pestisida, alat

It' dan rru>sfortanian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

~ ~g sesuai lingkup tugasnya.

~/(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

~ (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Mesin Pertanian mempunyai

~ fungsi meliputi:->
a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

b. penyediaan pupuk, pestlslda, alat dan rnesln pertanian;

c. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida,

alat dan mesin pertanian;

d. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian;

e. perencanaan pelaksanaan dan menyiapkan bahan

bimbingan teknis dan pemantauan pupuk, pestisida dan

alat dan mesin pertanian;



~.
,/'

Seksi Penyui ~ /":a~/"~ ,\« .>
_- 1\\ ,_ ~

(1) Seksi Penyu!uhan ;n~1(n.yai tug~s l¢ie~k~ ~apan

bahan ~.usUnar( ke1:Dil¥~n, pe1a~./ pemberian

bi~~tJfn,i~ serta blhfan~= evaJuasi ketenag~
_~ mero~::JJerta inforrnasi- yffiYuluhan serta tugas lain yang

~~ r: diberikan oleh Kepala Bidang:

I ..»:
,/

I
I (--2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

L~sek~i Penyuluhan mernpunyai fungsi meliputi :---~
~

I

f. pelaksanaan bahan penyusunan pedoman, inventarisasi,

jenis dan merk alat mesin pertanian terdaftar serta
penilaian ijin usaha;

g. pelaksanaan pola pembinaan, monitoring dan evaluasi

Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade alat

mesin pertanian dan bantuan alat mesin pertanian;

h.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

1. penyusunan laporan ataspertanggungjawaban

pelaksanakan tugas;

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ~

sesuai dengan lingkup tugasnya. ~
,........_/

---

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi

penyuluhan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, ketenagaan dan

metode serta informasi penyuluhan;

c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;

d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi

penyuluhan;

e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;

f. penyiapan bah an pengernbangan dan pengelolaan sistern

manajemen inforrnasi penyuluhan;

g. penyiapan bahan penguatan dan peningkatan serta

peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;



I
I

h. penyusunan dan pengelelaan data base ketenagaan

penyuluhan;

1. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja
peyuluhan;

J. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian

penghargaan kepada penyuluh;

k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan

penyuluh:

I, peytapan bahan dan fasiHtasi sertlfika$~ dan akreditasi

kelembagaan petani;

m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan

kepada kelembagaan penyuluhan;

n. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan ben;_5P alarn di

bidang tanaman pangan, Hortikultura d ~mebunan;

o. monitoring, seksi

p.

Pasal12

Pangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

peningkatan produksi dan pemantauarr/ evaluasi di bidang

tanaman pangan serta tugas lain yang dioerikan oleh Kepala

Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijakan Benih, Bibit, produksi,

perlindungan,pelaksanaan penyusunan standar,

pedoman, penetapan kebijakan prosedur teknologi

budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang

Tanarnan Pangan:

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di

Bidang Tanaman Pangan;



c. pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di

Bidang Tanarnan Pangan;

d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan

iklim di Bidang Tanaman Pangan;

e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;

f. pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di

Bidang Tanaman Pangan;

g. pemantauan dan evaluasi d. Bidang Tanaman Pangan;

dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan 01

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tuga~ .

.>;~~r
Paragraf 1 ........_.,.,..--'II ./ ~

Seksi Benih, Bibit d~~d~g ~ T~-;aman Panga~
/,;,'" s 1~, I) \(U/LJ_ ~. J J .. \ I r1~J .J

(1) Seksi ~n'~, 'Bibi ~ah ~ffi'~a ngan Tanaman
~_:garffikmpunyai tug I ~lakuk3n penyiapan bahan

~ -penyustfnatl Ci~ pel ~an kebijakan, pemberian
~ / I bimbingan teknis dan .....pefnantauan serta evaluasi di bidang

~ / A \ Benih, ;e1btt dB.!}-_p-erljndungantanaman pangan serta tugas
~ I..- I lain yang 'Cf'tbetlkanoleh kepala Bidang.

/ f~ru melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

~ (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan

~ mempunyai fungsi meliputi:

~ a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran

Seksi Benin, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di oidang

Benih, Bibit dan perlindungan di bidang tanaman pangan;

c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di

bidang tanamanpangan;

d. penyiapan bahan penyusunan

e. penyi.apan

pengeluaran

bahan

benih

rekomendasi pemasukan dan

rencana kebutuhan

benih dan pengembangan varietas unggul di bidang

tanamanpangan;

yang beredar di bidang

tanamanpangan;



f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;

g. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;

h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang

tanamanpangan;

1. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang

tanamanpangan;

J. pengelolaan data 0 PT di bidang tanaman pangan; ~/

k. penyiapan bah an bimbingan kelernbagaan OPT eli ~

tanamanpangan; ~

1. penyiapan bahan pembinaan dan ~.\~a$a:fi perbenihan

tanaman . pangan termas_u,.... ::'-p~bin~ penang~

m. pelaksanaan/ pefo1a c::'crn t'1; a aer rawan

ben~~pa~ ~rfdemis se~ ~ hfU11,~ nyakit tanaman

--:mel;~an ~paya pe egabafj:.. dan pengendalian masal

~ tefhadap serangan ha~-oa;; penyakit tan aman pangan;

/' f' n , penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian harna
1\ .----

I L> - terpadji-di bidang tanaman pangan;

I -:" en;iapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di

bidang tanaman pangan;

p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di

bidang tanaman pangan;

q. penyiapan bah an bimbingan teknis Senih, Bibit dan

perlindungan di bidang tanarnan pangan;

r , pelaksaaaanevaluasi dan Iaporan dan pertdokumentasian

kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman

Pangan;dan

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sidang.



Paragraf 2
Seksi Produksi Tanaman Pangan

Pasa114

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di

bidang produksi tanaman pangan. l-

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi

meliputi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana

Seksi Produksi Tanaman Pangan; ..........

b. penyiapan bahan standar,

aya tanaman

san linglrungan;

teknis

penerapan teknologi tanaman

pangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas

areal tanam, luas paaen, produktivitas dan produksi

tanaman pangan

g. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi

di bidang tanaman pangan;

h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di

bidang tanaman pangan;

1. pelaksanaan evaluasi dan laporan dan pendokumentasian

kegiatan Seksi Produksi tanaman pangan; dan

J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.



Paragraf3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran TanamAn Panga.n.

Pasa115

(I}Seksi Pengolahan dan Pernasaran Tanaman Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi .i'lelcidvng:r:
pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan

tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tan aman Pangan

mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan penyusunan

b.

pangan;

g. penyiapan hahan pemberian bimbingan teknis

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman

pangan;

h. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

tanaman pangan;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya.



I
I

--I

Bagian Keempat
Bidang Hortiktdtura

Pasa116

(1) Bidang Hortikultura mernpunyai tugas rnelaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

dan pemantauarr/ evaluasi di bidang Hortikulturaserta tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

pengolahan dan

Benih, Bibit, produksi,

pemasaran hasil y~-
~

~ benih

a. penyusunan

perlindungan,

kebijakan

bidanghortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan pe

produksi oi, bidanghcrtikultura;
.....-',

pengeodalian dan penanggulangan hama penyakit,
,

pena.,fIl,ggulanganbencana alam, dan darnpak perubahan

ils).im'dibidanghortikultura;

pernberian birnbingan pascapanen, pengolahan dan

pernasaran hasil di bidanghortikultura;

g. pernbinaan terhadap kearnanan pangan segar dan

pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan

pangan segar;

h. pernberian rekomendasi teknis dibidanghortikulrura;

1. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan eli bidang

hortikultura;dan

J. pelaksanakan fungsi-Iungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidangtugasnya.



1. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan,

Paragrar 1
Seksi Bellih~ Bihit dan. P@rUndnngan &rtik:u!.tura

Pasal17

(1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan

perlindungan Hortikultura serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura

mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan penyusunan n anggaran
r

Seksi Benih, Bibit dan Perlindun Hortlku1tura;..... ,..-
b. penyiapan bah an pen~.;;n 'lI1'ilakatt di bid~

Benih, Bibit_...-da-:_:pe£r' -ay.,pgan di ~\rsho::ikult\u~a;

c. penyiaoan bahlJ r;;q.ing~t \ benih di
;::~r . r1rl ("'I I \LJ~

.....~l!>jJ<brtikultura; I I ) ~ ~
~ pet1yi~ari "bahan pe~nan rencana kebutuhan

I benih, dan .pengembangan varietas unggul di bidang
I A \ h I...... '/I \ ort!J:k9jtura;
v _..~

~ _e. _...-p'~nyiapan bah an rekomendasi pemasukan dan

~ pengeluaran be nih yang beredar dibidang hortikultura;

..-""'/ f. penyiapan bah an birnbingan produksi benih dan
_,/""/

~ kelembagaan benih di bidang hortikultura;

~ g. penyiapan bahan pengendalian serangan OPT ill bidang

hortikultura;

h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang

hortikultura;

bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT

di bidang hortikultura;

J. pengeioiaan data OPT dibidang hortikultura;

k. penyiapan oahan bimbingan kelembagaan OPT di

bidang hortikultura;



1. penyiapan bahan sekolah fapang pengendalian hama

terpadu di bidang hortikultura;

m. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim

di bidang hortikultura;

n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di

bidang hortikultura;

o. penyiapan bahan bimbingan teknis Benih, Bibit dan

perlindungan di bidang hortikultura;

p. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokutnentasian kegiatan Seksi Benih, Bibit dan

Perliadungan Hortikultura; dan

q. lain yang

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi

meliputi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran

Seksi Produksi Hortikultura;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang

peningkatan produksi hortikultura;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan

produksi di bidang hortikultura;

d. penyiapan bahan paket teknelogi budidaya tanaman

hortikultura, spesifik lekasi yang berwawasan

lingkungan ;



pangan segar;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang Hortikultura;

d. pelaksanaan penyusunan rencanakebutuhan alat

pengolahan hasil di bidang Hortikultura;

e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan

olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana

luas areal tanam, luas pancn, produktivitas dan
produksi hortikultura,

f. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan

produksi di bidang hortikultura;

g. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya

di bidang hortikultura;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , penyusunan

laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Produksi Hortikultura.dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ~

Kepala Bidang sesuai dengan bidangtugasnya ~

Paragraf3 ~
Seksi Pengolahan dan Pemasaran H ~tura

Pasal 19 ~ 1(;·I

~_r" I .i-:"
(1) Seksi Pengolahan dan-Pemasaran Ho t ltura memplJ~

/" .>, I I \ 1_ .-J ~y
tugas melaksanakan ~lapan \btp ~'5unan dan

p~"f0 kebij( I dan ~m \~ bimbingan teknis

~0Jp~~ntauan d· ~ bidang pengolahan dan
~ (1, pernasaran hasil Herfikultura serta tugas lain yang~ I ...-

~~ / A \ diberikan-oleh kepala Bidang.
.>: 10, ~ ..-.~/" i r"1 ~2G3~K melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

/ ayat {1} Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

~ rnernpunyai Iungsi m.eliputi :

~ a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

~ pengolahan hasil Hortikultura;

b. pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan

pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan



c. pembinaan peningkatan

bidangperkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu

mutu benihj bibit di

keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/ SKP) di bidang

Hortikuitura;

f. pelayanan dan pengembangan inforrnasi pasar di bidang

Hortikultura;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang

Hortikultura;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

Hortikultura;

1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

Hortikultura;

J. pelaksanaan tugas lain yang

Bidang.

kepala

pemberian

di bidang

(1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pernasaran

hasilperkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan

benib /bibit di bidangperkebunan;

produksi di bidangperkebunan;

e. pengendatian dan penangguiangan hama penyakit,

penanggulangar, betteana alam, dan dampak

perubahan iklim di bidangperkebunan;



f. pernberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pernasaran hasil di bidangperkebunan;

g. pemberian rekomendasi teknis dibidangperkebunan;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan

Paragraf 1
Seksi 8etxih, Bibit dan Perlincittngan Perkebunan

Pasa121

(1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai ~
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebija~
pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaiuasii ..bidatlg Benih ibit dan
perlindungan perkebunan. /'""~ ,/"

(2) Untuk melaksanakan tugas seba '~rr~Ud pada ayat ~
(1), Seksi Benih, Bibit ""-Perlirfilvu1gan Perkebun~
mem punyai Iungsi ~.e· if :: I ~D (:--
a. penyiapan ~ ftl-!sunary r nc ~d nggaran

S~rn, Bibitfa~1PF lindtfI1 P unan;
...y. pe~~~rl ~~haf1 ~~~suf1-an- ~ akan di bidang Benih,

,......-;:..... Bibit 'dan perlindungarrperkebunan;
~ f c. pelaksanaan .penyediaan bahan pembinaan peningkatan

~ / /1 \ mJttlbe~hr-clf bidangperkebunan;
~ /[.)j. perericanaan kebutuhan benih dan pengembangan

IJV~arietaB unggul eli bidangperkebunan;-> e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan
~ pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

~ f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih di bidangperkebunan;

g. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT)di bidang perkebunan;

h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang
perkebunan ;

1. penyiapan bahan pengendalian, pernantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di
bidangperke bunan;

J. pengelolaan data OPT di bidangperkebunan;
k. penyiapan bahan birnbingan kelernbagaan OPT di

bidangperkebunan;
1. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama

terpadu di bidangperkebunan;



M. perryiapan barran penanganan dampak perubahan
iklim di bidangperkebunan,

n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam
di bidangperkebunan;

o. pemberian bimbingan teknis i3enih,
perlindungan di bidarig perkeburian

p. penyiapan pemberian rekomendasi
usaha di bidang Beriih , Bibit

Biblt dan

perkebunan;

teknis / izin
/pembibitan

q. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Berrih, Bibit dan Perlindurrgan
Perkebunan;dan

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidarig sesuai dengan bidangtugasnya.

Paragraf2

(l} Seksi Produksi

bahan penyusunan rencana dan

atiggMatl Seksi Produksi Perkebtrnarr;

b, periyiapari bah.an penyueursaa kebijakan -di bidang

oroduksinerke bunan:- ~ ~

c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi

di bidangperkebunan;

d. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman

pangan, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;

e. penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis

rekomendasi penerapan teknoiogi budidaya perkebunan;

f. pelaksanaan ~'1horing dan eVahlas{ realisasi rencana

luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

perkebunan

g. pelaksanaan birnbirigan peningkatan mutu dan

produksi eli bidangperkebunan;



I

h. pelaksanaan brrnbingan penerapan

budidaya di biderigperkeb.urran:

i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;dan

teknologi

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan bidangtugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Perilasaran Perkebunan

Pasa123

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan dan pernberian bimbingan teknis ~ a

pemantauan dan evaluasi di bidang ~OJ~ dan

pemasaran hasil perkebunan serta tu~~r~g diberikan

oleh Kepala Bidang. ~ 1\ !0::: __~ ~_./
(2) Untuk melaksanakan tu~gaiman~ dimaksud ~"t

(1), Seksi Pengo)ahan a-~rl['~asar:.n leAsb~-rnempunYai
fungsi __ ttp: (III f I~

_.;.---pe'nyjpan bahan penfuun~ana dan anggaran seksi
....- _.;-'

;
,.....-\ pengo~~~ dan pernasaran hasil perkebunan;

A \ b. PehYi~J bahan penyusunan kebijakan di bidang
II) .' .

\__ pengolahan hasil perkebunan;
""""v s-<>

/) ~ penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang perkebunan;

d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan

hasil di bidang perkebunan;

e. penyiapan bah an penerapan cara produksi pangan olahan

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan

kelayakanan pengolahan (SKKP/ SKP) di bidang

perkebunan;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi

pasar di bidang perkebunan;

g. pelaksanaan Iasilitasi prornosi produk di bidang

perkebunan;



h. pelaksanaan penyiapan bahan pernberian bimbingan
tekrtis pengolahan dan pemasararr hasil di bidang

perkebunan;

1. pelaksanaan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

perkebunan;

J. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

perkebunan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahIiannya.

(2) Setiap kelornpok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) .Jenis jenjang dan jumlah jabatan Iungsicnal ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai peraturan perundang-undangan.



BABVI
T_4.TA KE:Q"JA

Pasa126

(1) Dalam melaksanakan tugas dan Iunginya, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi

dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan masing - masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Pernerintah Daerah serta Instansi

lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsi masing - masing. ~

(2) Setiap perrumpin satuan organisasi wajib

bawahannya masing - masing dan bila terjad nyimpangan
I"

agar mengarnbil langkah - langkah y. .dl,#y~n.

(3) Setiap perrurnpsn satuan "gfu+UZs~. (~taIfggungtawab ~
.. dan ~-. ba I \ ~. ~

merrumpm ~·m-ln.aSl wa atpg - smg

dan membe'
c

r~ n I F~a/~~~ . pelaksanaan

t ae: ~l:iannya. t,./', ( / /

tij},p'"I ~m:p{n seb 0~isasi wajib mengikuti dan

['\ I Imernatur~Ltunj~bertanggung jawab pada atasannya

I ~ masi~ ~-Sir{g serta menyampaikan laporan berkala tepat

Lrv~a .
) Setiap laporan yang diterima oleh pimpman satuan

organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan

untuk rrremberikan lebih lanjut dan untuk mernberikan

petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyarnpaikan laporan masmg - masing kepada

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

Pasal27
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati in.



tau .Jabatan

BAB Vii
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTlAN

DALAM JABATAN
Paa3128

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri

Sipil yang mernenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui

Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

1

BABViH
ESELON JABATA

Eselon III b atau

Kepala Seksi dan Kepala UPTO

Eseion iV a atau merupakan Jabatan

BABIX
KETENT"dAN PERUTUP

Pasa130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (Berita Daerah

Kabupaten Jember Tahun 20 i6 Nomor 48), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

I



100 1 ZOZ661 SlZ0E961 'd
13Pl'W;l \m.J~

ONV

'H3HWa(' LLvans
lLOl ~~..4VW & re~U"Ef.l aped

JdqW~W !P tre>fdB~dl!a

·.IdqWdr udlBdnqB)i

l{l'3,.Jd130~!-1d8 WB1"BP"BAUUB"lBdwdUdd U"B~UdP !U! !l"BdnS U"Bln~"BJdd

tre~U"Bpu~udd UB>l1relu!ldWdW 'BAU!n4"Ef.ld~UdW ~treJO danas JB~V

OE I"BS8d



LAMPIRAN PERA1'URAN BUPATI JEMBER
NOM OR: ~ TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS JI

II II
11

Sekrctariat __ ---

Sub Bagian )~_......-Sub Bagian
Umum ,---Perencanaan Dan

danKc;oe51~cpan I (\. ) Pelaporan
»> -v t! I \ '\ _.,......--

r-Sub)3s:gia~LKOuangan

_____I
I

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang
Sarana, Prasarana dan

Penvuluhan
I

/-- ....--
Bidang _~/~ ~ (1 ~ I II V ( IB~~) I I ________

Tanaman Panfllrv / __.[1 \ l;frNhllIl~
~====~~~-=~~I~'~ I ~if=*I~I~I=~~J=Jf=r========~

• -..-...J1 I I I I. I
~----~~~~~-~--~~ I,rl~-~-/------------------~

Seksi LV-- r \ I r Beksi r \ _._--
Pengelolaanl.ahan, Air ~.~ ~~~hi~ Bi oit ~__,. ;:-----

dan Pembiayaafi PjefJ.i dY,hgap ~an
/ I \ \1 aogan
Seksi ~~l~l ~

Pupuk, Pestisida, Alat 7"~-
dan Mesin Pertanian /_.,......--

»>

- ~i
~ Penyuluhan

.....- - .........

Seksi
Produksi Tanarnan

Pangan

Seksi
Pengolahan dan

Pemasaran Tanaman
Pangan

upro

Seksi
Benih, Bibit dan

Perlindungan Hortikultura

Seksi
Produksi Hortikultura

Seksi
Pengolahan dan Pemasaran

Hortikultura

Bidang
Perkebunan

r

--

--

--

Sekss
Benih, Bibitdan Perlindungan

Perkebunan

Seksi
Produksi Perkebunan

Seksi
Pengolahan dan Pemasaran

Perkebunan

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY.S


